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 PENGEMBALIAN DANA NASABAH SEBAGAI WUJUD 

PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK (STUDI KASUS HILANGNYA 

UANG NASABAH DI BANK BNI) 

Oleh: M. Bio Eka Saputra 

ABSTRAK 

Perbankan merupakan alat penting untuk melakukan transaksi. pembayaran, baik 

pembayaran dalam negeri maupun luar negeri. Ingat pentingnya industri 

perbankan, di mana kepercayaan masyarakat merupakan komponen penting untuk 

diselesaikan oleh bank. Kasus hilangnya dana nasabah bank pada bank membuat 

kepercayaan diri nasabah kepada bank dapat menurun, apalagi yang melakukan 

kejahatan pelaku berasal dari dalam bank atau pegawai bank. Bank sebagai 

Lembaga keuangan yang mengutamakan rasa kepercayaan masyarakat sebaiknya 

menentukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami 

kehilangan uang dalam bank.  Rumusan masalah dari penelitian berikut ini adalah: 

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami 

Kehilangan Uang Dalam Bank 2. Bagaimana Upaya Pengembalian Dana Nasabah 

Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Bank (Studi Kasus Hilangnya Uang 

Nasabah Di Bank BNI). Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang 

artinya data diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara langsung. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap nasabah 

yang mengalami kehilangan uang dalam bank dan upaya pengembalian dana 

nasabah sebagai wujud perlindungan konsumen.  

Kata Kunci: Bank, Pengembalian Dana Nasabah, Perlindungan Konsumen 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Industri perbankan sangat penting bagi perekonomian suatu negara. 

Sebagai pengendali urat nadi perekonomian nasional antara lain, mengalir dengan 

lancar karena dapat menunjang kegiatan ekonomi, uang mutlak diperlukan. 

Menggunakan kata-kata di sisi lain, tujuan jangka panjang dari kesehatan sektor 

perbankan sangat penting. regulasi industri perbankan Industri perbankan 

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara dan bertindak sebagai alat 

untuk kebijakan moneter. Lebih dari itu, Perbankan merupakan alat penting untuk 

melakukan transaksi. pembayaran, baik pembayaran dalam negeri maupun luar 

negeri. Ingat pentingnya industri perbankan, di mana kepercayaan masyarakat 

merupakan komponen penting untuk diselesaikan oleh bank. 

Jika dijalankan secara efisien dan hati-hati, industri perbankan dapat 

menghasilkan pendapatan yang besar dan banyak risiko.
1
 Ia menyebut dirinya 

sebagai bisnis yang penuh risiko (full risk business) karena sebagian 

operasionalnya mengandalkan dana masyarakat yang ditempatkan dalam bentuk 

tabungan, giro, dan deposito. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992, Satu Dekade 

UU Pasal 1 angka 2 UU Perbankan 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) 

menyatakan:
2
 

                                                           
1
 Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Inonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1995, hlm. 56.  
2
 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 41.  
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Bank adalah suatu perusahaan yang menghimpun uang dari masyarakat 

umum dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat umum. Kemampuan bank dalam mencari dan menghimpun tabungan 

dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk berkembang 

karena jumlah uang yang berhasil ditemukan atau disimpan. Tentu saja hal itu 

juga akan berdampak pada jumlah uang yang dihasilkan bank melalui investasi, 

seperti pembiayaan untuk pembelian saham atau surat berharga di pasar uang. 

Lembaga kepercayaan masyarakat adalah Bank (lembaga keuangan 

fidusia). Mengemban amanat pembangunan bangsa dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Nindyo Pramono, dan 

memiliki tujuan dan visi yang sangat mulia dalam hal ini.
3
 

Sebuah bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai 

nasabah perbankan; tanpa itu, bank jelas tidak dapat menjalankan bisnis secara 

efektif. Oleh karena itu, bank harus menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat 

dengan memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat, 

khususnya kepentingan nasabah bank.
4
 Asas ini, yang diatur dalam Pasal 29 ayat 

4 UU Perbankan, merupakan dasar hubungan antara bank dengan nasabahnya. 

Setiap bank harus menjaga kekuatan lembaganya sekaligus menjunjung tinggi dan 

                                                           
3
 Nindyo Pramono, “Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia sebuah Pendekatan 

dari Perspektif Hukum Ekonomi” Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Yogyakarta:Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada, 23-30 Agustus 1999, hlm. 2. 
4
 Audina, F.S. and Budiharto, S.M., “Perlindungan Nasabah Bank dalam Pembobolan 

Rekening yang Dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank 

Daerah Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta),” Diponegoro Law Journal 5(2) 2016, hlm. 2  
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menjaga kepercayaan masyarakat karena bank mengandalkan uang masyarakat 

yang disimpan sesuai dengan amanah.
5
 

Akibatnya, untuk menjaga kepercayaan dan melindungi konsumen 

menurut Pasal 2 UU Perbankan, “Bank-bank di Indonesia dalam melakukan 

kegiatan usahanya didasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan 

prinsip kehati-hatian”, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Tidak ada 

definisi resmi tentang prinsip kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan 

usahanya, harus melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing secara 

cermat, teliti, dan profesional untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Bank 

diharapkan untuk selalu mempertimbangkan kepentingan komunitas bank di 

samping tujuan mereka sendiri ketika mengembangkan perusahaannya karena 

mereka adalah lembaga kepercayaan.
6
 

Namun tidak jarang kepercayaan nasabah kepada bank hilang begitu saja 

di luar jangkauan bank itu sendiri. Pertimbangkan pelanggaran perbankan, 

seperti pembobolan rekening. Penjahat perbankan terbagi dalam dua kategori: 

mereka yang beroperasi di luar bank, seperti pencuri dan peretas, dan mereka 

yang bekerja untuk bank. Kasus hilangnya dana nasabah bank pada bank 

membuat percaya diri nasabah kepada bank dapat menurun, apalagi yang 

melakukan kejahatan pelaku berasal dari dalam bank atau pegawai bank. Bank 

sebagai Lembaga keuangan yang mengutamakan rasa kepercayaan masyarakat 

sebaiknya menentukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yang 

                                                           
5
 Dadang Husein Sobana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, 

2006, hlm. 47.  
6
 Hermansyah, Op, Cit.  
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mengalami kehilangan uang dalam bank.  

 

Jika Anda melihat tindakan ini, tentu saja, pelangganlah yang paling 

terpengaruh dirugikan karena uang yang hendak disimpan justru diambil orang 

lain tidak bertanggung jawab. Tetapi ada kasus di mana Bank bertanggung jawab 

sepenuhnya untuk menyediakan pelanggan yang dirugikan oleh pelanggaran 

akun kompensasi layak, sepanjang dapat dibuktikan kesalahan bank yang terjadi 

pelanggaran akun 

Jika nasabah sudah kehilangan rasa kepercayaan maka nasabah bisa saja 

memilih untuk meninggalkan bank yang bersangkutan. Lembaga bank dalam 

menjamin rasa kepercayaan dan keamanan masyarakat seharusnya dapat 

meningkatkan kembali perlindungan kepada nasabahnya dalam kasus ini. Pada 

Pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap 

nasabah yaitu nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas  uangnya yang raib. 

Seperti kasus nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Samarinda 

bernama Muhammad Asan Ali yang mengalami kehilangan uang sebesar Rp 3,5 

Miliar dari rekeningnya. Pak Asan adalah seorang penjual ikan yang sukses 

selama 30 tahun. Uangnya pun dari hasil penjualan ikan disimpan di Bank BNI 

Cabang Samarinda sejak 2004 silam. Namun uang miliarannya hilang begitu saja 

dan hanya tersisa Rp 490.000 saja. Hal ini diketahui pak Asan Ketika mengecek 

uangnya melalui ATM Bank BNI. Dan belakangan terungkap ternyata uangnya 

ditarik secara diam-diam oleh Customer Service (CS) Bank BNI Cabang 

Samarinda bernama Besse Dalla Eka Putri. Pelaku pun ditangkap dan kini 
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berstatus terdakwa atas perkara penggelapan dana nasabah Bank BNI. Asan juga 

telah menerima pengembalian uang dari BNI Cabang Samarinda tetapi baru 

menerima sebesar Rp. 2,6 miliar.
7
 

Jika kasus terjadi seperti ini maka diperlukan upaya pengembalian dana 

nasabah sebagai wujud perlindungan konsumen dari pihak PT Bank BNI 

(Persero) Tbk. Dalam menangani kasus penggelapan uang nasabah, karena 

nyatanya banyak sekali nasabah Bank BNI yang turut menjadi korban. Terlebih, 

nasabah merupakan komponen penting dalam lembaga Bank sehingga Bank 

tidak boleh kehilangan nasabahnya apalagi rasa kepercayaan nasabah kepada 

Bank sehingga perlindungan hukum harus ditingkatkan.
8
 

Dengan penjelasan diatas, penulis pun tertarik melakukan penelitian dalam  

kasus hilangnya uang nasabah oleh pegawai Bank yang berjudul: Upaya 

Pengembalian Dana Nasabah Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen 

Bank (Studi Kasus Hilangnya Uang Nasabah Di Bank BNI). 

B. Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dari itu dapat 

diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang 

Mengalami Kehilangan Uang Dalam Bank? 

2. Bagaimana Upaya Pengembalian Dana Nasabah Sebagai Wujud 

Perlindungan Konsumen Bank (Studi Kasus Hilangnya Uang Nasabah Di 

Bank BNI)? 

                                                           
7
 Jpnn, https://m.jpnn.com/news/nasabah-bni-kehilangan-uang-rp-35-miliar-dari-

rekening-begini-kekayaannya, di akses pada tanggal 21 Agustus 2022. pukul 18.40. 
8
 Hermansyah, Op. Cit, hlm. 146. 

https://m.jpnn.com/news/nasabah-bni-kehilangan-uang-rp-35-miliar-dari-rekening-begini-kekayaannya
https://m.jpnn.com/news/nasabah-bni-kehilangan-uang-rp-35-miliar-dari-rekening-begini-kekayaannya
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C. Tujuan Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan 

dicapai. Berikut tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang 

Mengalami Kehilangan Uang Dalam Bank. 

2. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Pengembalian Dana Nasabah 

Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Bank (Studi Kasus Hilangnya 

Uang Nasabah Di Bank BNI). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan 

adanya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 

teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Penulisan Skripsi ini dilakukan supaya menambahkan nilai pemikiran 

dalam perkembangan ilmu hukum terutama bagian hukum perbankan dan 

juga bagi para nasabah untuk memahami terkait Pengembalian Dana 

Nasabah Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Bank (Studi Kasus 

Hilangnya Uang Nasabah di Bank BNI). 

2. Manfaat Praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan 

wawasan untuk masyarakat tertentu yang sudah menjadi korban ataupun 

bukan korban supaya paham dan dijadikan pengetahuan mengenai 
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permasalahan terkait Pengembalian Dana Nasabah Sebagai Wujud 

Perlindungan Konsumen Bank (Studi Kasus Hilangnya Uang Nasabah di 

Bank BNI). 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup sangat penting untuk diterapkan dalam penelitian 

supaya bahasan dalam penelitian lebih jelas dan juga menghindari 

pembahasan yang menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang 

dibahas. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini 

agar tidak terjadinya kerancuan dalam penelitian dengan membahas 

Pengembalian Dana Nasabah Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen 

Bank (Studi Kasus Hilangnya Uang Nasabah di Bank BNI). Ruang 

lingkup ini bisa berarti pembatasan subjeknya, luas lokasi dalam 

penelitian, bahan-bahan yang akan diteliti demi menciptakan validasi 

tinggi dalam hasil penelitian. 

F. Kerangka Teori 

Menurut Soerjono Soekanto, teori memainkan peran penting dalam 

evolusi ilmu hukum, selain teknik, inisiatif penelitian, dan imajinasi sosial. 

Penelitian ini menggunakan kerangka teori untuk mendukung validitas 

masalah yang diangkat, yaitu dengan cara: 

1. Teori Kepastian Hukum  

Sesuatu yang pasti adalah kepastian (keadaan). Pada dasarnya 

hukum harus adil dan pasti. Pertanyaan tentang kepastian hukum hanya 

dapat ditanggapi secara normatif, bukan sosiologis. Ketika suatu 
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peraturan dikembangkan dan dilaksanakan dengan keyakinan karena 

mengatur dengan kepastian dan logika, dikatakan memiliki kepastian 

hukum normatif.
9
 

Mengejar keadilan adalah salah satu tujuan hukum, dan kepastian 

hukum adalah langkah ke arah itu. Pelaksanaan dan penegakan hukum 

terhadap suatu tindakan, tanpa memandang siapa yang melakukannya, 

merupakan bentuk kepastian hukum yang sebenarnya. Semua orang 

bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi jika ada kepastian hukum. 

Jika Anda mengajukan gugatan, keadilan hanya dapat dilayani dengan 

pasti. Salah satu kualitas hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah 

kepastian, khususnya dalam hal standar hukum yang ditetapkan. 

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan tujuannya karena tidak 

ada yang bisa menggunakannya sebagai pedoman perilaku.
10

 

Interpretasi profesional hukum tentang teori kepastian hukum 

antara lain:  

a. Dalam hal perkembangan hukum (bepaalbaarheid) dalam kasus-

kasus aktual, Apeldoorn mengklaim bahwa kepastian hukum 

mencakup dua komponen. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang 

mencari keadilan ingin mengetahui preseden hukum yang berlaku 

sebelum mengajukan gugatan. Kedua, kepastian hukum mengacu 

pada keamanan hukum. Ini berarti membela para pihak dari 

keputusan hakim yang sewenang-wenang. Kepastian hukum harus 

selalu dilindungi apapun akibatnya, karena menurut paradigma 

                                                           
9
 C.S.T Kansil,  Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 385. 

10
 Ibid, hlm. 270. 
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positivis definisi hukum, hukum positif adalah satu-satunya hukum, 

dan segala peraturan yang menyerupai undang-undang tetapi bukan 

perintah dari suatu kekuasaan yang berdaulat harus dilarang.
11

 

b. Menurut Jan Michiel Otto menjelaskan kepastian hukum yang 

sesungguhnya lebih berdimensi yuridis. Tapi Otto memberikan 

batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan 

kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi 

tertentu yakni:
12

 

1. Ada pedoman sederhana, konsisten, dan tidak ambigu yang 

dapat diikuti (dapat diakses) 

2. Badan-badan pemerintah tunduk kepadanya dan mengikuti 

perintahnya sambil juga secara konsisten menerapkan hukum. 

3. Secara umum, warga negara menyesuaikan tindakan mereka 

dengan hukum ini. 

4. Dalam memutuskan suatu masalah hukum dan melihat bahwa 

putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan, hakim yang 

independen dan tidak memihak senantiasa menggunakan 

norma-norma hukum tersebut. 

Hukum ditegakkan oleh organisasi penegak hukum yang ditunjuk 

demi terpeliharanya hukum dan ketertiban dalam kehidupan 

masyarakat, maka harus menjamin “kepastian hukum”. Ambiguitas 

hukum akan menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari, 

dan orang akan bertindak tidak rasional dan main-main menghakimi 

                                                           
11

 Lj Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka 

Berfikir, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83.  
12

 Ibid, hlm. 84.  
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satu sama lain. Situasi seperti ini menimbulkan “kekacauan sosial” di 

lingkungan.
13

 

 

2. Teori Perlindungan Hukum  

Istilah "perlindungan" dalam kamus besar bahasa Indonesia 

memiliki arti "melindungi, mencegah, membela, dan melindungi 

membentengi." sedangkan perlindungan meliputi pelestarian, 

pemeliharaan, keamanan, suaka, dan bunker. Secara umum, 

perlindungan berarti merawat sesuatu yang berpotensi berbahaya, 

bahkan jika sesuatu itu hanya sebuah benda atau bagian dari properti. 

Selain itu, arti kata "perlindungan" termasuk "perlindungan yang 

diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lebih lemah." 

Perlindungan hukum dengan demikian dapat dilihat sebagai 

perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan yang 

diperoleh melalui penggunaan lembaga dan tindakan hukum. 

Dengan kata lain, peran perlindungan hukum sebagai deskripsi 

hukum, khususnya gagasan bahwa itu mungkin membawa keadilan, 

ketertiban, kepastian, keuntungan, dan ketenangan. Adapun sudut 

pandang yang dikutip Beberapa kewenangan perlindungan hukum 

antara lain sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum, menurut Satjito Rahardjo, merupakan upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya 

wewenang untuk beroperasi di bawah naungan kepentingan. 

                                                           
13

 Ibid, hlm. 85.  
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2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan atau 

usaha untuk melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang 

sewenang-wenang yang bertentangan dengan supremasi hukum, 

untuk membina ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat 

dapat hidup bermartabat. 

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah tindakan untuk 

melindungi orang dengan menyeimbangkan hubungan nilai atau 

standar yang dinyatakan dalam perilaku dan sikap untuk 

membentuk ketertiban dalam masyarakat. 

4. Philipus M. Hadjon mengklaim bahwa itu selalu terhubung ke 

listrik. Ada dua bentuk kekuasaan: politik dan ekonomi. Masalah 

perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap 

pemerintah sehubungan dengan kekuasaan pemerintah (yang 

memerintah). Isu perlindungan hukum dari segi kekuatan 

ekonomi adalah membela yang lemah (ekonomi) melawan yang 

kuat (ekonomi), misalnya dengan membela buruh melawan 

pengusaha.
14

 

Namun dalam hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai 

segala upaya sadar kekuasaan yang dilakukan oleh setiap orang dan 

lembaga, termasuk pemerintah dan swasta, dengan tujuan untuk 

mengamankan, mengendalikan, dan menjamin pemenuhan hak asasi 

                                                           
14

 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 

2009, hlm. 10. 
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manusia yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
15

 

Intinya, orang-orang yang dilindungi undang-undang tidak 

mengalami diskriminasi gender. Untuk mengakui dan menjaga hak 

asasi manusia sebagai hak individu dan hak sosial dalam suatu negara 

kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi 

tercapainya kesejahteraan bersama, Indonesia sebagai negara hukum 

berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada 

penduduknya. 

 

3. Teori Perjanjian Bank 

Prinsip perbankan adalah prinsip yang bersifat umum, sehingga 

kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan 

perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun 

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang 

dituangkan dalam suatu “perjanjian” atau “kontrak” harus 

menggunakan empat prinsip yaitu : 

1. Prinsip kepercayaan; 

2. Prinsip kehati-hatian; 

3. Prinsip kerahasiaan; 

4. Prinsip mengenal nasabah.  

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 

Tahun 1998 tentang perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

                                                           
15

 http://tesishukum.com/pengertian-pengertian-hukum/ di akses pada tanggal 24 Agustus 

2022, pukul 14.59.  

http://tesishukum.com/pengertian-pengertian-hukum/
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perbankan, yang berisikan “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib 

menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui 

bank. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa 

usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan 

nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang 

disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga tiap bank itu harus 

dan perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara 

dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada bank.
16

 

Jika kepercayaan nasabah dalam menyimpan uang atau dana 

terhadap suatu bank telah berkurang bahkan hilang, tidak menutup 

kemungkinan bahwasannya terjadi rush terhadap dana yang 

disimpannya. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan 

bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana 

masyarakat yang di percayakan kepada bank. Prinsip kehati-hatian 

diatur dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Tujuan 

diadakan prinsip kehati-hatian supaya bank selalu dalam keadaan sehat, 

sehingga masyarakat juga memiliki kepercayaan tinggi terhadap bank. 

 

 

                                                           
16

 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2001, hlm. 272.  
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris atau bisa disebut sebagai 

yuridis empiris adalah bentuk penelitian untuk menganalisis permasalahan 

hukum yang terjadi dan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat dengan melakukan penelitian secara lapangan dengan contoh 

hasil wawancara dengan pihak yang berhak dan hasil observasi lapangan, 

dengan maksud menemukan fakta-fakta untuk penyelesaian masalah.
17

 

Penentuan tempat dan subjek penelitian ini didasarkan purposive 

sampling, yang maksudnya adalah pemilihan sampel yang berdasarkan pada 

suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan 

dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.
18

 

Dalam menggunakan purposive sampling, alasan yang digunakan 

oleh peneliti adalah karena biaya yang murah karena peneliti berada 

ditempat yang sama dengan tempat penelitian. 

 

                                                           
17

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 

hlm. 15.  
18

 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, 

Sleman: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm. 111.  
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian hukum empiris memiliki beberapa pendekatan-

pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu  

a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) Pendekatan 

perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah, pengulasan, 

analisis dan juga membahas peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan dengan masalah atau permasalahan hukum yang akan 

diteliti oleh peneliti.
19

 

b.  Pendekatan kasus (case approach) melalui pendekatan dengan cara 

menelaah secara lebih mendalam terkait kasus ataupun isu hukum yang 

diteliti oleh peneliti.
20

 

3. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Kota Palembang yang berada di Jalan Jendral Sudirman 

No.142, Palembang, Penelitian ini akan dilakukan pada bulan 

November 2022. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada proses pembuatan penelitian 

dilakukan secara: 

a. Studi Kepustakaan 

Teknik ini dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan literatur 

yang diperlukan seputar hukum perbankan, jurnal ilmiah, sumber 

tertulis lainnya baik media cetak maupun elektronik.  

                                                           
19

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media 

Group, 2016, hlm. 133.  
20

 Ibid.  
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b. Studi Lapangan  

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara, yang 

adalah proses dari tanya jawab lisan antara dua orang maupun 

lebih secara langsung. Tepatnya dalam penelitian ini akan 

dilakukan secara langsung wawancara dengan responden yang 

bekerja pada pegawai Bank BNI mengenai Pengembalian Dana 

Nasabah Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Bank (Studi 

Kasus Hilangnya Uang Nasabah di Bank BNI). 

5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang harus digabungkan penulis memiliki 2 

(dua) jenis data, yakni: 

1. Data primer  

Data dikumpulkan dari sumber asli menggunakan informasi langsung 

dari penelitian lapangan. sejak pada penulis penelitian ini 

mewawancarai langsung pegawai PT. Bank Negara Indonesia, 

(Persero), Tbk. 

2. Data sekunder  

Data yang digunakan untuk melengkapi data utama disebut sebagai 

data sekunder. Informasi ini dikumpulkan melalui penelitian 

kepustakaan, yang melibatkan membaca, mengutip, dan memeriksa 

buku dan dokumen hukum yang berkaitan dengan masalah studi. 

Bahan hukum terdiri dari tiga kategori data sekunder, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 
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Adalah informasi yang mengikat secara hukum yang sumbernya telah 

dikendalikan. Antara lain, penulis skripsi ini menggunakan bahan 

hukum: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan 

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, 

Konsolidasi, dan  Akuisisi  Bank,  tujuan  pelaksanaan  merger,  

konsolidasi,  dan  akuisisi  wajib memikirkan keinginan serta 

kebutuhan seluruh pihak, termasuk keinginan dan yang dibutuhi  

nasabah  penyimpan  sebagai  penabung  wajib  menerima  

perlindungan hukum.   

b. Bahan Hukum Sekunder 

Adalah menjelaskan bahan-bahan yang dihasilkan dari bahan hukum 

primer, itu berbentuk: 

1. Literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian  

2. Makalah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

3. Hasil karya ilmiah para ahli hukum 

4. Pendapat pakar hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 
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Adalah penyangga diluar bahan hukum primer dan sekunder 

contohnya kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini. 

6. Teknis Analisis Data 

Selanjutnya data dirangkaikan secara komprehensif, akan ada 

penganalisisan secara kualitatif, dalam artian data merujuk pada kata-kata 

yang berhubungan dengan karateristik dalam bentuk sifat (bukan angka). 

Pada data ini berjenis tidak bisa diukur besaran maupun kecilnya dan 

biasanya didapatkan dengan kegiatan seperti wawancara, pengamatan, 

diskusi, analisis isi dan lain sebagainya. Data secara kualitatif juga 

memiliki kelebihan yaitu mampu menggambarkan objek penelitian secara 

lebih detail. 

Melalui proses ini akan diadakan editing, yakni aktivitas memeriksa 

atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam 

editing dilakukan koreksi pada data yang keliru, menambahkan data yang 

kurang dan melengkapi data yang belum lengkap. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan 

yang dilakukan secara deduktif dengan artian bahwa kerangka atau cara 

berpikir yang bertolak belakang dari sebuah asumsi atau pernyataan yang 

bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih 

khusus, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
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